REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR: 39 TAHUN 2013
TENTANG
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS LKPP TAHUN 2013

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi
pada hasil (result oriented government) perlu dilaksanakan evaluasi
akuntabilitas kinerja pada unit kerja eselon 1 LKPP;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang
difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis
kinerja (Sistem AKIP) di LKPP perlu dibentuk tim;

c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi
anggota tim pada pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas LKPP Tahun 2013;

d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Sckretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
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7. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 0001/106-
01.1.01/00/2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
EVALUASI AKUNTABILITAS LKPP TAHUN 2013.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas LKPP Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada
diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas LKPP
Tahun 2013;
b. Menilai akuntabilitas kinerja Unit Organisasi Eselon I LKPP; dan
¢. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas Unit Organisasi Eselon I LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di
lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada

Kepala LKPP;

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak
ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhimya pelaksanaan kegiatan
dimaksud;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penctapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2013

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Y EIKO WHISMULYADI

Tembusan:
1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
SUSUNAN TIM EVALUAST AKUNTABILITAS LKPP TAHUN

2013
NOMOR : 39 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JUNI2013

SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS LKPP TAHUN 2013

Penanggung Jawab  : Eiko Whismulyadi
Ketua : Salusra Widya
Sekretaris : Hardi Afriansyah
Anggota : 1. Iwan Herniwan
2. Ida Poespita
3. Tjipto Prasetyo Nugroho
: 4. Irawaty Imran
: 5. Mita Astari
: 6. Mia Adhi P
7. Festiana Niyanti
8. Mirna Medita
: 9. Dara Kumala
: 10. Disty Putri
: 11. Firmansyah
: 12, Tri Susanto
: 13. Adreng Kusuma Ayuningtyas
. 14. Tri Raharjo
: 15. Swandita
: 16. Rima Rahmawaty
: 17. Biantri Raynasari
: 18. Arry Pistawati
: 19. Emi Indriyaningsih

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

EIKO WHISMULYADI
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